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The objective of  the national developmeit in the Second Long Term Development Plan
(PIPT [I), besides striving io achicve ecoriomic growth, is ciso intended to continuously develop
the lanan resowrces and the aatural resonrces in an effor: to improve on the human value. The
orientation of this development which has now changed, requires an aodministrative sysiem which is
Jundamentally different from the svstem which is currently operational. This writing will advance a
precise alternative thought ahou! the institutional perspective for the development of human qualiry
by examining the form of bureaucracy which is necessarv for national development, which in «
way. is intended to improve on the human value, and the qualitv of society as a whole, which is
necessary for this kind of bureaucracy.

In other to attain the means as it was earlier on portraved, then this development of human
quality must be able to provide an opportunitv for the community to participate in every develop-
ment activity. In this case. the other major prerequisite is the necessitv to reorientate the bureau-
cracy whick is more organic-adaptive in nature. This reoricnlation covers the function, the
strucinre and the procedure of the operating svstem of developmeit admiiistration from providers
of pudlic scrvices direcily towairds the direction of the creaiion of self sustenance and the ability of
an areua and the commnity in fidfilling iheir owr: requirements.

Kita sudah sering mendengar
dari kalangan praktisi dan ilmuwan
bahwa administrasi negara kita me-
miliki berbagai kelemahan birokrasi
transisional, misalnya inefisiensi,
produktivitas rendah dalam melak-
sanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan, serta kurang terbuka
dan kurang tanggap terhadap aspi-
rasi masyarakat. Atas dasar penga-
matan tersebut, para ahli seperti
Tjokrowinoto ~ (1989), Kayam
(1989), Effendi (1990), Evers
(1988), Tjokroamidjojo (1987), Ab-
dullah (1985), Brett (1988) serta
Bryant dan White (1987) sudah se-
ring menyimpulkan bahwa salah
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satu hambatan yang besar dalam
pembangunan di megara berkem-
bang, termasuk Indoncsia, adalah
sistem  administrasi negara yang
belum memiliki kemampuan yang
cukup memadai buat melaksanakan
berbagai tugas pembangunan yang
cepat berubah dan semakin kom-
pleks. Hambatan ini akan menjadi
semakin nyata pada tahap Pemba-
ngunan Jangka Panjang Kedua
(1993 /1994 -.2018/2019) karena,
berbeda dengan  Pembangunan
Jangka Panjang Pertama, tujuan
pembangunan nasional pada masa-
masa tersebut selain pertumbuhan
ekonomi, upaya pembangunan na-
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sional akan lebih menitikberatkan
pada pengembangan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam se-
cara berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan martabat manusia.
Orientasi pembangunan yang telah
berubah ini memerlukan sistem ad-
ministrasi yang berbeda dari sistem
yang ada, termasuk struktur yang
lebih organis-adaptif, deregulasi
prosedur, orientasi pelayanan publik
serta lingkungan politik-birokratik
yang mampu mengawasi kegiatan
birokrasi (Brett, 1989 dan Effendi,
1990).

Tulisan ini bermaksud mema-
parkan pemikiran-pemikiran awal
mengenai perspektif kelembagaan
untuk  mendukung pembangunan
kualitas manusia. Untuk itu pembi-
caraan akan terdiri atas tiga bagian.
Pertama, bagaimana bentuk birc-
krasi yang diperlukan untuk pem-
bangunan nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan martabat ma-
rusia. Kedua, bagaimana kualitas
manusia dan kualitas masyarakat
yang diperlukan untuk mendukung
birokrasi seperti itu. Ketiga, apa
hambatan yang akan dihadapi da-
lam upaya pembangunan birokrasi
tersebut.
PEMBANGUNAN KUALI-
TAS MANUSIA

Kalau kita amati konsep dan
strategi pembangunan nasional In-
donesia sejak kemerdekaan, kita da-
pat menyimpulkan bahwa konsep
tersebut tidaklah statis, tetapi ber-
geser dari pembangunan yang bias
ke politik pada masa Orde Lama ke
pembangunan yang memiliki bias
ekonomi yang besar pada masa
Orde Baru. Penekanan ini misalnya
tampak pada GBHN 1988 yang
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menyatakan: Pembangunan nasi-
onal mencakup upaya peningkatan
semua segi kehidupan bangsa. Pe-
laksanaan pembangunan nasional
merupakan pengamalan Pancasila
dan hakekat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia In-
donesia seutuhnya dan pembangun- -
an seluruh masyarakat Indonesia.
Dari segi strategi pembangunan na-
sional, titik berat dalam Pembangu-
nan Jangka Panjang adalah pem-
bangunan ckoromi sedangkan pem-
bangunan di bidang-bidang lainnya
bersifat menunjang dan melengkapi
bidang ekonomi. Pembangunan di
luar bidang ekonomi dilaksanakan

- seirama dan serasi dengan kema-

juan-kemajuan yang dicapai dalam
bidang ckonomi. Dengan pening-
katan dalam bidang ekonomi, maka
tersedialah sumber-sumber pemba-
ngunan yang lebih luas bagi pe-
ningkatan pembangunan di bidang-
bidang sosial budaya, politik. dan
pertahanan-keamanan nasional.
Pembangunan nasional yang
memberikan penekanan lebih besar
pada dimensi ekonomi pada awal
era Orde Baru sekilas mampu me-
nunjukkan penampilan (performan-
ce) yang cukup impresif. Inflasi
dapat ditekan menjadi sekitar 10
persen dan tingkat pertumbuhan
GNP mencapai salah satu yang tert-
inggi diantara negara-negara
berkembang, sekitar 8-9 persen per
tahun. GNP per kapita pun me-
ningkat dengan amat cepat, me-
mindahkan Indonesia dari kelom-
pok negara miskin ke kelompok
berpenghasilan menengah dengan
tingkat pendapatan sebesar US $560
dalam waktu kurang dari 15 tahun.
Namun, penampilan pertum-buhan
ekonomi yang cukup meyakinkan
ini ternyata tidak mampu diikuti
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oleh pertumbuhan pembangunan
sosial, budaya dan politik yang se-
imbang. Peningkatan hasil pemba-
ngunan ternyata belum dinikmati
secara merata oleh segenap lapisan
masyarakat. Koefisien Gini, yang
merupakan salah satu indikator pe-
merataan hasil pembangunan, masih
menunjukkan angka 0,4 di beberapa
daerah, menunjukkan tingkat ketim-
pangan yang cukup memprihatinkan
(Tjokrowinoto, 1986 :109). Pen-
ingkatan GNP itu pun temyata tidak
diikuti oleh peningkatan produktivi-
tas nasional yang berarti. Hidayat
(1986:1€), misalnya, menyimpulkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang
dicapai selama kurun waktu 1950-
1980 sebesar 83 persen adalah dipe-
ngaruhi oleh faktor-faktor lahan,
tenaga kerja, pendidikan dan modal.
Sumbangan produktivitas terhadap
peningkatan GNP selama kurun
waktu tersebut relatif kecil. hanya
17 persen, sedangkan di negara
tetangga seperti Filipina sumbangan
produktivitasnya terhadap pertum-
buhan GNP mencapai 47 persen un-
tuk kurun waktu yang lebih pendek.

Penampilan pembangunan na-
sional kita dalam sektor-sektor la-
innya juga belum cukup memu-
askan. Pemerataan yang ingin dica-
pai oleh pemerintah di bidang pen-
didikan, kesehatan, perumahan, lis-
trik serta pelayanan umum lainnya
sejak Repelita Tl belum mencapai
tingkat seperti yang diharapkan.
Dalain sektor-sektor ini, pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah
tampaknya lebih menguntungkan
masyarakat kota dan kelompok so-
sial-ekonomi tertentu, bukan go-
longan masyarakat yang amat mem-
butuhkan pelayanan terscbut (Effen
di, 1986; Nasikun, 1986; Meesok.
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1983; dan Siahaan. 1986).

Penampilan yang kurang me-
muaskan ini semakin tampak pada
tahun-tahun terakhir Repelita IV,
ketika resesi ekonomi dunia telah
menyebabkan merosotnya harga
minyak serta berbagai komoditas
sehingga terjadi kemerosotan yang
drastis pada daya beli di dalam
negeri. Keadaan ini telah memaksa
pemerintah untuk mengadakan reo-
rientasi strategi pembangunan in-
dustri, dari industit substitusi impor
menjadt industri untuk ekspor (ex-
pori-oriented industries). Namun,
dalam pelaksanaannya banyak ham-
batan masih dihadapi, antara lain
tingkat produktivitas dan efisiensi
yang rendsh, kemampuan manaje-
men yang relatif rendah, serta ke-
mampuan yang belum memadai
untuk menjawab tantangan - tan-
tangan dan persaingan intcma-
sional yang kejam. Tantang-
an-tantangan ini perlu diatasi secara
sistematis dan konsepsional melalui
pembangunan kualitas manusia dan
kualitas inasyarakat.

Secara normatif pembangunan
nasional harus sanggup menjamin
tercapainya tujuan jangka panjang
scbagai yang tercantum dalam ran-
cangan Pola Umum Repelita Ke-
lima yakni Pembangunan Jangka
Panjang 25 tahun Kedua adalah
merupakan kelanjutan, peningkatan,
perluasan dan pembaruan dari pe-
laksanaan Pembangunan Jangka
Panjang 25 tahun pertama. Dalam
rangka pelaksanaan - pembangunan
scbagai  pelaksanaan  Pancasila.
yang hakekatnya adalah pemba-
ngunan manusia Indonesia seutuh-
nya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia, maka sasaran
utama Pembangunan Jangka Pan-

jang 25 tahun Kedua adalah tercip-
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tanya kualitas manusia dan kualitas
masyarakat Indonesia yang maju
dalam suasana tenteram dan sejah-
tera lahir dan batin dalam tata ke-
hidupan masyarakat, bangsa dan
negara yang berdasarkan Pancasila,
dalam suasana kehidupan bangsa
Indonesia yang serba berkeseim-
bangan dalam hubungan antara se-
sama Inanusia, manusia dengan
masya-rakat, manusia dengan alam
lingkungannya, dan manusia de-
ngan Tuhan Yang Maha Fca.

Pernbangunan Kualitas Manu-
sia tidak identik deugan pemba-
ngunan ekonocini plus modernisasi.
Lebih dari keduanya, pembangunan
Kualitas Manusia adalah upaya me-
ningkatkan kapasitas mereka untuk
memperbarui dann mengatur masa
depannya. Proscs pembangunan ini
mencakup keadaan (being) dan per-
buatan (doing). Dengan demikian,
nrogram-program pembangunan ha-
rus dirancang sedemikian rupa se-
hingga mampu mencapai perubah-
an-perubahan fisik dan konkret. dan
sekaligus mampu meningkatkan ka-
pasitas penduduk untuk mengan-
tisipasi -dan menjawab perubah-
an-pertbahan tersebut (Bryant dan
Wihite. 1982). Pembangunan seperti
inilah . yang disebut Korten dan
Camer (Korten dan Klaus, 1984)
people centered development seba-
gai lawan dari prodiction centered
development.

Selanjutnya, Bryant dan White
menyatakan, ada empat aspek yang
terkandung dalam pembangunan
kualitas manusia sebagai upaya me-
ningkatkan kapasitas mereka. Perta-
ma, pembangunan harus membe-
rikan penekanan pada kapasitas (ca-
pacity), kepada apa yang harus di-
lakukan untuk meningkatkan
kemampuan tersebut serta enerji
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yang diperlukan untuk itu. Kedua,
pembangunan harus menekankan
pemerataan (equity). Perhatian yang
tidak merata pada berbagai kelom-
pok masyarakat akan memecah-be-
lah masyarakat dan . akan
menghancurkan kapasitas mereka.
Ketiga, pembangunan mengandung
arti pemberian kuasa dan wewenang
(empowerment) yang lebih besar
kepada rakyat. Hasil pembangunan
baru cukup bermanfaat bagi ma-
syarakat tila mereka memiliki we-
wenang yang sepadan. [P’emba-
ngunan harus mengandung upaya
peningkatan wewenang kepada ke-
lompok masyarakat yang lemah.
Koreksi terhadap keputusan-kepu-
tusan yang tidak -adil tenang alo-
kasi hanya akan dapat dilakukan
bila kelompok lemah ini mempu-
nyai wewenang yang cukup besar.
Yang keempat dan terakhir, pem-
bangunan mengandung pengertian
kelangsungan perkcmbangan (sus-
tainable) dan interdependensi dian-
tara negara-negara di duma. Karena
konsep kelangsungan dan Keles-
tarian pembangunan ini, kendala
sumberdaya yang terbatas dan
langka akan menjadi pertimbangan
utama dalam upaya meningkatkan
kapasitas tadi.

Selain upaya tercncana untuk
meningkatkan kapasitas pcnduduk
untuk menentukan masa depan me-
reka, pembangunan  mencakup
penggunaan faktor-faktor ekonomi
sebagai fasilitas produksi.- Produk-
tivitas nasional yang rendah yang
dimiliki oleh negara-negara ber-
kembang termasuk Indonesia ada-
lah suatu kendala yang harus di-
singkirkan bila kapasitas rakyat dan
negara hendak ditingkatkan. Me-
nyadari sepenuhnya keterkaitan an-
tara produktivitas nasional dengan
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peningkatan kualitas manusia ini
dalam konteks Pembangunan Kua-
litas Manusia Indonesia, Presiden
Suharto merasa perlu untuk menca-
nangkan gerakan produktivitas
nasional yang diumumkan pada
tanggal 14 April 1986 dalam pidato
pada pembukaan Kongres Produk-
tivitas Dunia ke-5 di Jakarta dan
melalui Pidato Kenegaraan tanggal
15 Agustus 1986. Produktivitas mu-
lai dipandang sebagai masalah na-
sional yang penting dan perlu
ditangani secara sisiematis dan se-
gera  karena berdasarkan penga-
matan para ahli, negara yang pesat
tingkat pertumbuhar ekonominya
adalah negara-negara yang me-
miliki tingkat produktivitas tinggi.
Karena itu, selama produktivitas
perorangan dan produktivitas total
suatu negara masili rendah, amat
sukar bagi individu dan negara
tersebut untuk meningkatkan kapa-
sitasnya dalam mengontrol masa
depannya.

BIROKRASI UNTUK PEM-
BANGUNAN KUALITAS MA-
NUSIA

Seperti halnya banyak peme-
rintah di negara berkembang, Pe-
merintah Indonesia amat terlibat
dalam pelaksanaan pembangunan.
Keterlibatan ini ditunjukkan oleh
semakin besarnya dana yang di-
sediakan oleh pemerintah buat pem-
bangunan melalui Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang menunjukkan pesat-
nya peningkatan kegiatan pemba-
ngunan pemerintah. Pada Pelita I
dana pembangunan yang disediakan
melalui APBN adalah Rp 3,3
triliun, pada Pelita II meningkat
menjadi Rp 18 triliun, Pelita III
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menjadi Rp 66,3 triliun dan Pada
Pelita IV sudah mencapai Rp 91
triliun (Bappenas, 1989; Kompas, 5
Januari 1990). Kegiatan pemba-
ngunan yang dilaksanakan oleh bi-
rokrasi pemerintah telah pula
meningkat dengan drastis karena
pemerintah Indonesia telah semakin
terlibat dalam berbagai kegiatan
produktif dan penyediaan pelayanan
publik.

Sekarang ini kemampuan ad-
ministrasi di negara-negara medem
sedang mendapat sorotan yang ta-
jam dart para pakar karena ia dipan-
dang sebagai faktor yang amat
menentukan keberbasilan pemba-
ngunan seiain kekuatan pasar, Pem-
bangunan yang kurang berhasil
dapat disebabkan oleh keadaan
pasar internasional dan domestik
yang kurang menguntungkan dan
dapat juga karena intervensi negara
yang terlalu besar yang biasanya di-
iakukan melalui struktur birokrasi
yang kaku dan kurang tcrpercaya.
Walaupun demikian, seringkali da-
lam pembahasan tentang penam-
pilan pembangunan lebih banyak
perhatian diberikan pada masalah
ekonomi dan kebijakan harga dan
kurang sekali perhatian pada ma-
salah peningkatan kemampuan ad-
ministrasi negara.

Secara garis besar administrasi
di negara-negara modern mempu-
nyai dua tugas pokok yakni tugas
regulatif dan tugas penyelenggaraan
pelayanan publik (Brett, 1988:1). Di
negara kapitalis, administrasi pe-
merintah amat terlibat dalam pela-
yanan publik dan produksi barang
disamping menyelenggarakan fung-
si regulatif. Di negara sosialis peran
negara teramat besar dan hendak
menguasai semuanya, tctapi scka-
rang ada kecenderungan untuk me-
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ngurangi peran yang hampir absolut
tersebut. Di negara-negara berkem-
bang administrasi pemerintah me-
miliki kedudukan yang amat sentral
serta hegemonistis karena lemahnya
scktor swasta. Keadaan ini pun mu-
lai berubah di beberapa Negara In-
dustri Baru (NIB) karena -sektor
swasta nasional mulai tumbuh dan
pemerintah di negara tetap me-
mainkan peran yang sentral dalam
melayani kelompok tersebut teru-
tama dalam rangka memperta-
hankan kepcntingan mereka ter-
hadap saingan dari luar negeri. Un-
tuk itu diperlukan suatu struktur ad-
ministrasi negara yang kuat dan
kompeten guna melakukan tugas-
tugas pembangunan yang semakin
kompleks ini.

Seperti administrasi pemerin-
tahan di NIB lainnya, administrasi
negara Indonesia menduduki tempat
yang masih sentral walaupun de-
ngan kadar yang sedang menuju pe-
rubahan. Dimensi pembangunan
yang semakin luas dan kompleks
telah menimbulkan perubahan yang
drastis pada fungsi pemerintahan di
negara-negara tersebut. Perubahan-
perubahan yang cepat di tingkat
global dan nasicnal serta tuntutan

masyarakat akan pelayanan publik -

yang bertambah baik adalah faktor
pendorong yang amat kuat bagi pe-
rubahan-perubahan pada sistem ad-
ministrasi negara agar sistem
tersebut lebih mampu untuk men-
dukung pembangunan yang bertam-
bah kompleks tadi.
Kesulitan-kesulitan yang diha-
dapi selama Repelita III dan 1V dan
di masa-masa yang akan datang
menunjukkan bahwa pembangunan
ekonomi semata-mata tidak lagi
memadai untuk meningkatkan taraf
kemakmuran. kita serta untuk me-
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ngejar ketertinggalan dari negara-
negara maju. Kapasitas administrasi
negara. untuk melaksanakan pem-
bangunan relatif masih rendah dan
belum mampu memecahkan ma-
salah-masalah nasional yang besar

_seperti pemerataan hasil pemba-

ngunan, peningkatan produktivitas
nasional, penyediaaan kesempatan
kerja dan . penyelenggaraan pela-
yanan publik. Masalah-masalah ter-
sebut tidak mungkin dapat dipe-
cahkan melalui upaya pembangun-
an yang unidimensionai atau sek-
toral sepeiti yang kita ikuti selama
ini dengan semata-mata mengandai-
kan kemanipuan administrasi ne-
gara. Untuk mengatasi 1masa-
lah-masalah nasional tadi kualitas
manusia dan masyarakat perlu di-
tingkatkan agar potensi penduduk
dapat diarahkan pada upaya pem-
bangunan nasional.

Dalam kerangka pemikiran ini-
lah pembangunan kualitas manusia
mendapatkan  peneckanan  pada
GBHN 1988 karena hanya dengan
kualitas manusia yang tangguh
segala tantangan global miaupun
nasional dapat dipecahkan. Dalam
menghadapt Pembangunan Nasi-
onal yang bertujuan untuk mening-
katkan Kualitas Manusia dan Kua-
litas Masyarakat dalam rangka men-
capai pembangunan yang berkelan-
jutan semakin diperlukan suatu
sistem administrasi yang baru dan
lebih berkemampuan untuk men-
ingkatkan kapasitas masyarakat.

SISTEM ADMINISTRASI NE-
GARA UNTUK  PEMBA-
NGUNAN KUALITAS MANU-
SIA

Konsep pembangunan kualitas
manusia’ sebenarnya cukup seder-
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hana. yakni suatu upaya yang te-
rencana untuk meningkatkan kapa-
sitas individu dan masyarakat suatu
bangsa untuk dapat secara aktif me-
nentukan masa depannya. Kapasitas
ini mencakup lima aspek, yakni: ka-
pasitas . untuk berproduksi, pe-
merataan, pemberian kekuasaan dan
wewenang, kelangsungan  untuk
berkembang (sustainable), dan ke-
sadaran akan interdependensi. Di-
definisikan seperti ini, pemba-
ngunan kualitas manusia pada da-
sarnya adalah upaya untuk me-
ngembangkan inisiatif yang kreatif
dari penduduk sebagai sumberdaya
pembangunan yang utama dalam
rangka mencapai kescjahteraan ma-
terial dan spiritual. Kiranya tidak
berlebihan kalau dikatakan bahwa
pada akhimya faktor penentu yang
paling utama dalam keberhasilan
pelaksanaan pembangunan kualitas
manusia ini adalah sistem pemerin-
tahan kita. khususnya sistem ad-
minisirasi yang akan menjadi pe-
laksana yang dominan, paling tidak
dalam 5-10 tahun yang akan datang.
Dalam kaitannya dengan peran
sistem administrasi negara ini, ter-
dapat beberapa hambatan pada
sistem yang ada dalam upaya pem-
bangunan kualitas manusia. Ham-
batan yang paling -utama adalah
semakin lestarinya rutinisasi tugas-
tugas pembangunan serta pene-
kanan yang terlalu berlebih-lebihan
pada pertanggungjawaban sempit,
misalnya pencapaian target, dari-
pada pencapaian hasil.

Secara garis besar hambatan-’

hambatan pada birokrasi pemba-
ngunan dapat dikelompokkan men-
jadi dua, yakni: hambatan proses
dan hambatan orientasi (Saxena,
1986:49). Hambatan proses men-
cakup baik aspek prosedur dan
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struktur. Birokratisasi dan sentra-
lisasi yang kuat dalam pengelolaan
pembangunan telah menimbulkan
struktur birokrasi yang amat hi-
rarkis dan legalistis, sehingga pro-
sedur lebih bertujuan untuk me-
menuhi tuntutan yang amat diper-
lukan dalam penyelenggaraan pro-
gram pembangunan menjadi ter-
hambat, dan dalam birokrasi pem-
bangunan yang luar biasa besarnya
di Indonesia, prosedur menjadi amat
kaku dan lambau. Yang lebih parah,
prosedur yang miencekik ini ditura-
pangi oleh kepentingan pribadi dan
dijadikan komoditas yang diperda-
gangkan untuk keuntungan pribadi
maupun kelompok.

Peran birokrasi pemerintah
yang kuat dan dominan dalam pe-
ngelolaan program pembangunan
juga telah menimbulkan etos kerja
yang memaksa para pejabat untuk
mempertahankan status quo. Sifat
yang menonjol adalah semangat un-
tuk menjaga keseimbangan dan
kurang mementingkan perubahan
dan kemajuan yang identik dengan
pembangunan. Setting (latar) politik
yang hegemonistik dengan birokrasi
pemerintah sebagai pemegang pe-
ran yang dominan telah menimbul-

“kan mental penguasa yang amat

kuat di kalangan pejabat dan meru-
pakan penghambat dalam upaya
menciptakan aparatur pemerintahan
yang kompeten.
Kelemahan-kelemahan proses
maupun orientasi yang terdapat pa-
da birokrasi ini menyebabkan se-
makin kerasnya tuntutan akan ada-
nya upaya-upaya intervensi baik be-
rupa tindakan debirokratisasi, dere-
gulasi, privatisasi maupun pening-
katan kapasitas birokrasi pemerin-
tah agar organisasi ini lebih mampu
mengelola pembangunan kualitas
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manusia.

Perubahan-perubahan pada bi-
rokrasi pemerintah itu sendiri se-
benarnya tidak akan terlepas dari
kondisi lingkungannya. Karena itu
dalam pelaksanaan pembangunan
kualitas manusia ini diperlukan su-
atu persyaratan mutlak yakni ke-

mungkinan setiap anggota masya- .

rakat untuk berpartisipasi dalam
upaya untuk meningkatkan kapasi-
tasnya (Bryant dan White, Ibid;
Korten dan Klaus, Ibid}. Partisipasi
masyarakat ini akan memurgkinkan
mereka untuk membantu menen-
tukan masalah-masalah yang akan
dipecahkan dalam pembangunan.
Partisipasi ini juga akan memung-
kinkan masuknya informasi yang
lebih banyak dari lapangan yang
berguna bagi penentuan strategi
pembangunan yang lebih tepat.
Dukungan masyarakat yang iebih
besar dalam pelaksanaan program
pembangunan pun akan dapat dige-
rakkan dengan partisipasi. Disam-
ping itu partisipasi masyarakat
dalam pengawasan akan memung-
kinkan pengawasan yang lebih
cfektif.

Bagaimana sistem administrasi
yang mampu untuk merangsang
partisipasi yang merupakan syarat
mutlak bagi pembangunan kualitas
manusia? Dalam melaksanakan
tugas-tugas pembangunan sebagai
upaya peningkatan kapasitas, sifat-
sifat birokrasi pemerintah yang sta-
bil-mekanistis tidak mungkin dihi-
langkan secara keseluruhan. Sifat
tersebut hanya dapat dikurangi dan
diganti dengan organisasi yang le-
bih bersifat organis-adaptif (Saxe-
na, Ibid; Bennis, 1969), yaitu or-
ganisasi yang lebih terbuka ter-
hadap gagasan peningkatan kapasi-
_tas, serta yang wmampu melak-
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sanakannya. Struktur birokrasi yang
organis-adaptif ini mempunyai pola
hubungan yang lebih longgar dan
terbuka terhadap pengaruh dari luar.
Partisipasi dalam perumusan tujuan
menjadi lebih besar sehingga ter-
buka kesempatan yang luas untuk
keterlibatan dari bawah (bottom-up)
maupun dari atas (top-down).

Selain bentuk organisasi yang
organis-adaptif, dalam pengem-
bangan partisipasi ini perlu diada-
xan distribusi kekuasaan dan suin-
berdaya. Dengan kata lain, suatu
peringkat desentralisasi yang me-
madai adalah prasyarat lain yang
diperlukan buat pelaksanaan pem-
bangunan kualitas manusia agar
berhasil. Dalam hal ini ada perbe-
daan yang jelas antara nation-build-
ing dan pembangunan. Dalam
nation-building memang diperlukan
sentralisasi kekuasaan. Di Indonesia
tahap ini sudah dapat kita lewati
dengan cukup berhasil. Dalam tahap
pembanguuan ini sentralisasi yang
berlebih-lebihan ini harus segera
ditinggalkan untuk diganti dengan
desentralisasi, yakni dengan penye-
rahan pengendalian pembangunan
secara bertahap kepada daerah dan
masyarakat.

Dalam konteks negara-negara
berkembang seperti Indonesia, ad-
ministrasi negara adalah mekanisme
pembangunan yang amat penting.
Karena itu dari sudut pandangan
paradigmatis salah satu totalitas
konstelasi pemikiran yang paling
besar pengaruhnya terhadap admi-
nistrasi negara baik sebagai bidang
ilmu maupun sebagai praktik adalah
pemikiran tentang pembangunan itu
sendiri. Perubahan konsep-konsep
pembangunan ini mempunyai impli-
kasi pada pemikiran tentang bentuk
sistem . administrasi yang diper-
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lukan untuk melaksanakan berbagai
tujuan pembangunan di negara-
negara tadi. Dalam posisi seperti
ini, model pembangunan adalah sa-
lah satu paradigma pokok yang
mempengaruhi perkembangan ad-
ministrasi pembangunan dalam ke-
dua dimensinya seperti yang dikon-
septualisasikan oleh Gant (1978)
dan Tjokroamidjojo (1987).
Sehubungan dengan pemikiran
tentang sistem administrasi untuk
pcmbangunan ni, telah  muncul
banyak pendapat di kalangan para
abli, aotara lain Kortens {(1984),
Jedlicka {1985), Islam dan Henauit
(1979), Dwivendi dan Nef (1982),
Bryant dan White (1682), dan
Frederickson (1986). Pada umum-
nya para ahli ini berpendapat bahwa
perkembangan dan perubahan ad-
ministrasi yang terjadi di negara-
negara Dunia Ketiga sangat di-
pengaruhi oleh mode! dan strategi
pembangunan yang digunakan.
Salah satu tulisan yang men-
coba menelaah hubungan paradig-
matis antara model pembangunan
dan administrasi negara adalah tuli-
san Islam dan Henault yang menun-
jukkan bahwa setelah Perang Dunia
pembangunan di Dunia Ketiga se-
cara garis besar dapat dibagi men-
jadi dua model, yakni: Model
Pembangunan I dan Model Pem-
bangunan II. Model 1 adalah pem-
bangunan nasional yang
menekankan kepada peningkatan
GNP terutama dengan melalui in-
dustralisasi dan penanaman modal
secara besar-besaran pada sektor-
sektor pertambangan dan industri.
Hasil dari pembangunan di sektor-
sektor tadi diharapkan secara oto-
matis akan "merembes" atau
trickeld-down ke sektor-sektor lain-
nya sehingga GNP per kapita akan

ISSN : 0852 - 9213

Pembangunan Kualitas Manusia

naik. Unsur pokok dalam Pemba-
ngunan Model I ini adalah pe-
ningkatan GNP, GNP per kapita,
dan tingkat penanaman modal serta
tabungan yang tinggi. Untuk itu
diperlukan suatu sistem administrasi
negara yang Imampu mencapai
tingkat efisiensi, efektivitas dan
produktivitas  setinggi mungkin
melalui pe-nataan organisasi dan
fungsi sistem administrasi, pem-
benahan  fungsi  perencanaan,
perigembangan tekinik dan proses
anggaran, pengawasan keuangan
dan pembiayaan, serta pembinaan
administcasi  kepegawaian (Mus-
topadidjaja, 1988:13).
Kekurangberhasilan  pemba-
ngunar di negara-negara berkem-
bang yang menggunakan Model 1
ini telah menimbulkan banyak kritik
dan bahkan peninjauan kembali ter-
hadap model peinbangunan yang di-
anut serta sistem administrasi yang
diperlukan  untuk  pembangunan
tersebut. Teori peimbangunan baru,
yang dinaniakan Model [i oleh is-
lam dan Henault, muncul diikuti
oleh Model Administrasi Pemba-
ngunan Baru. Model pembangunan
baru ini menekankan pemenuhan
kebutuhan pokck termasuk kesem-
paian kerja dan berusaha, pembe-
rantasan kelaparan dan peningkatan
gizi, peningkatan status kesehatan,
perumahan, listrik dan air minum.
Seiring dengan perubahan model
pembangunan ini terjadi pula pe-
rubahan model administrasi pem-
bangunan kepada yang lebih
menekankan pemenuhan kebutuhan
pokok termasuk kesempatan kerja
dan berusaha, pemberantasan kela-
paran, pen. Seiring dengan peruba-
han model pemangunan ini terjadi
pula perubahan model administrasi
pembanguan kepada yang lebih me-
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nekankan peningkatan “pelayanan
publik” (delivery of services ), debi-
rokratisasi, peningkatan kapasitas
aparatur  pemerintah, dan pe-
ningkatan partisipasi daerah dalam
penyusunan dan implementasi ren-
cana.

Pembangunan kualitas manusia
ini sudah barang tentu membawa
implikasi-implikasi terhadap admi-
nistrasi pembangunan baik sebagai
pembangunan administrasi negara
dan  sebagai  administrasi  pe-
nyelenggaraan pembangunan, atau
pengelolaan (manajeinen) perba-
ngunan. Sebagai studi tentang pem-
bangunan administrasi, yang menja-
di perhatian administrasi pemba-
ngunan adalah paradigma, teori,
model tentang kapasitas sistem ad-

ministrasi  untuk  inelaksanakan
pembangunan serta faktor-faktor

yang menentukan kapasitas terse-
but. Sebagai manajemen pembangu-
nan, yang menjadi fckus perhatian
administrasi pembangunan adalah
mengenai pelaksanaan fungsi-fung-
si manajemen pemerintahan daiam
penyelenggaraan pembangunan,
yang terdiri dari tiga kelompok ke-
giatan yang pokok, yakni peru-
musan, pelaksanaan, dan penga-
wasan serta penilaian hasil-hasil
pelaksanaan dari suatu kebijakan
pembangunan.

Sebenarnya, tidak terdapat
garis pemisah yang jelas antara
kadua rumusan administrasi pem-
bangunan ini. Sebagai alat analisis,
konseptualisasi ini berguna untuk
menunjukkan bahwa di negara-ne-
gara yang sedang membangun ad-
ministrasi negara mempunyai tugas
tambahan yakni penyelenggaraan
tugas-tugas pembangunan, selain
penyelenggaraan tugas-tugas pe-
merintahan yang tradisional yakni
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pemeliharaan ketertiban dan ke-
amanan, pertahanan dan keamanan,
penyelenggaraan hubungan diplo-
matik, dan sebagainya.

STRATEGI PEMBANGU-
NAN SISTEM ADMINIS-
TRASI

Modernisasi administrasi guna
meningkatkan kapasitasnva untuk
melaksanakan fungsi regulatif dan
peuyeienggaraan pelayanran pubhk
dalam rangka pembangunan kuali-
tas manusia ini amat luas jang-
kauannva dan mencakup aspek-
aspek struktur, proses, orientasi
petusas serta penataan lingkungan
politik birokrasi. Dalam tulisasn
yang pendek ini penulis tidak dapat
mengupas secara memadai segenap
aspek tersebut. Karena itu diskusi
selanjutnya akan dipusatkan pada
dua aspek terpenting untuk wme-
ngembangkan kemampuan sistem
administrasi untuk menunjang pem-
bangunan kualitas manusia dan
kualitas masyarakat. Duas aspek ini
adalah: desentralisasi, perubahan
orientasi nilai dan penciptaan ling-
kungan politik dan administrasi
yang memungkinkan terlaksananya
kedua perubahan ini (enabling set-

ting).
Desentralisasi

Untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan kualitas manusia
yaitu: peningkatan kapasitas pro-
duksi, pemerataan, pemberian we-
wenang dan kakuasaan, kemam-
puan untuk membangun secara
berkelangsungan (sustainable), dan
kesadaran akan ketergantungan (in-
terdependency), diperlukan desen-
tralisasi yang cukup mendasar

JKAP Volume I, Nomor I (Mei 1996)



dalam proses pembuatan keputusan.
Desentralisasi ini tidak sekadar
mencakup delegasi sebagian otori-
tas formal dalam bentuk dekonsen-
trasi (atau pelimpahan sebagian we-
wenang implementasi kepada dae-
rah) dan devolusi (pelimpahan se-
bagian wewenang pembuatan kepu-
tusan kebijakan .dan pengendalian
atas sumberdaya kepada daerah),
tetapi mencakup penyerahan otono-
mi yang lebih luas kepada daerah.
Pada akhimya, yang memiliki ka-
pasitas untuk mierencanakan dan
melaksanakan pemibangunan kuali-
tas manusia ini adalah masyarakat itu
sendiri. Karena itu. kewenangan
peinbuatan keputusan yang lebih be-
sar harus dibenkan kepada rakyat
dengan meningkatkan fungsi DPRD,
LKMD serta KKLKMD. Selaras
dengan itu kepada Pemerintah
Daerah harus diberikan kewenangan
yang lebih besar untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian pem-
bangunan daerah, termasuk kewe-
nangan untuk menggali sumberdaya
guna melaksanakan pembangunan
tersebut. Tercakup dalam desentral-
isasi xewenangan ini adalah pem-
benan kesempatan kepada
masyarakat untuk berkiprah dalam
usaha pembangunan melalui jalur-
jalur swasta, LSM maupun koperasi.
Perubahan Orientasi dan
Proses

Untuk memungkinkan terlak-
sananya desentralisasi seperti ini
diperlukan perubahanperubahan
struktural dan prosedural yang cu-
kup mendasar pada sistem adminis-
trasi kita. Perubahan dalam sistem
pemerintahan amat penting karena
sistem administrasi negara adalah
pelaksana pembangunan kualitas
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manusia yang dominan, paling tidak
dalam 1020 tahun yang akan
datang. Dalam kaitannya dengan
peranan sistem administrasi negara
ini, terdapat beberapa hambatan
pada sistem yang perlu dihilangkan
agar pembangunan kualitas manusia
dapat terlaksana dengan baik. Ham-
batan yang paling utama adalah se-
makin lestarinya rutinisasi tugas-
tugas pembangunan serta pene-
kanan yang terlalu berlebihiebihan
pada pertanggungjawaban (akunta-
btilitas) kepada pejabat atasan dan
penilaian prestasi kerja petugas pe-
laksana atas dasar keberhasilan da-
lam mencapai target.

Secara garis besar hambman-
hambatan pada sistem administrasi
pembangunan dapat dikelompokkan
menjadi dua, yakni: hambatan pro-
ses dan hambatan orientasi (Saxena,
1986:49). Hambatan proses men-
cakup baik aspek  prosedur dan
struktur. Birokratisasi dan sentral-
isasi yang kuat dalam pengelclaan

‘pembangunan telah menimbulkan

struktur birokrasi yang amat hirarkis
dan legalistis, sehingga prosedur le-
bih bertujuan untuk memenuhi tun-
tutan struktur daripada manfaat.
Fleksibilitas dan arus komunikasi
yang lancar yang amat diperlukan
dalam penyelenggaraan program
pembangunan menjadi terhambat,
dan dalam birokrasi pembangunan
yang luar biasa besarmya di Indone-
sia, prosedur menjadi amat kaku
dan lamban. Yang lebih parah
prosedur yang mencekik ini ditum-
pangi oleh kepentingan pribadi dan
dijadikan komoditas yang diperda-
gangkan untuk keuntunggan pribadi
maupun kelompok.

Peran birokrasi pemerintah
yang kuat dan dominan dalam pe-
ngelolaan program pembangunan
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Juga telah menimbulkan etos kerja
yang memaksa para aparat untuk
mempertahankan status quo . Sifat
yang menonjol adalah semangat un-
tuk mempertahankan keadaan dan
kurang mementingkan kemajuan
yang identik dengan perubahan
yang terus-menerus. Orientasi sta-
tus quo ini tumbuh sangat subur
dalam suatu sistem administrasi
yang menggunakan prinsip kemam-
puan pencapaian target atau delapan
sukses dan akuntabmtas kepada
tingkat peincrintahan yang lebih
tinggi sebagai dasar penilaian pres-
tasi kerja pejabat bawahan. Untuk
mengubah orientasi ini diperiukan
tidak sekadar modifikasi dalam
prosedur pertanggungjawaban kepa-
da pejabat atasan dan pengurangan
kontrol pemerintah pusat terhadap
sumberdaya dan pelayanan di da-
erah. Dalam kaitan ini wewenang
yang lebih besar perlu diberikan
kepada lembaga perwakilan rakyat
di daerah untuk mengawasi pelak-
sanaan pembangunan di daerah.

Kelemahan-kelemahan proses
maupun orieatasi yang terdapat pa-
da sistem administrasi ini, menye-
babkar semakin kerasnya tuntutan
akan adanya upaya-upaya intcervensi
baik berupa tindakan debirokra-
tisasi, deregulasi, privatisasi, mau-
pun peningkatan kapasitas birokrasi
pemerintah agar organisasi ini lebih
mampu mengelola pembangunan
kualitas manusia.

Bagaimana struktur organisasi
yang mampu merangsang partisi-
pasi yang merupakan syarat mutlak
bagi pembangunan kualitas manu-
sia? Dalam meiaksanakan tugas-tu-
gas pembangunan sebagai upaya
peningkatan kapasitas, sifat-sifat bi-
rokrasi pemerintah yang stabil-
mekanistis tidak mungkin dihi-
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langkan secara keseluruhan. Sifat
tersebut hanya dapat dikurangi dan
diganti dengan organisasi yang le-
bih bersifat organis-adaptif (Sa-
xena, Ibid; Bennis, 1969), yaitu
organisasi yang lebih terbuka ter-
hadap gagasan peningkatan kapasi-
tas serta yang mampu melak-
sanakannya. Struktur birokrasi yang
organis-adaptif ini mempunyai pola
hubungan yang lebih longgar dan
terbuka terhadap pengaruh dari luar
Partisipas1 untuk keterlibatar, dari
bawzh (bottoin-up) maupun dari
atas (top-down).

Selain bentuk organisasi yang
organis - adaptif, dalam pengem-
bangan partisipasi ini  perlu
diadakan distribusi kekuasaan dan
sumberdaya. Dengan kata lain,
suatu peringkat desentralisasi yang
memadai  adalah  salah  satu
prasyarat lain yang diperlukan buat
keberhasilan pelaksanaan = pemba-
ngunan kualitas manusia. Dalam hal
ini ada perbedaan yang jelas antara
nation-builiding dan pembangunan.
Dalam pembinaan nation-building ,
sentralisasi  kekuasaan memang
diperlukan. Indonesia sudah dapat
melewati tahep ini, yang berlang-
sung sclama 15 tahun sejak negara
kita mencapai kemerdekaan pada
tahun 1945 sampai dengan tahun
1960 dengan cukup berhasil (Tjok-
roamidjojo, 1987:21-22). Dalam ta-
hap pembangunan ini sentralisasi
yang berlebih-lebihan harus segera
ditinggalkan untuk diganti dengan
desentralisasi, yakni penyerahan’
fungsi, fungsi -perencanaan, pe-
ngelolaan dan pengendalian pem-
bangunan secara bertahap kepad::
daerah dan masyarakat.

Perubahan-perubahan pada bi-
rokrasi pemerintah itu sendiri se-
benarnya tidak akan terjadi terlepas
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dari kondisi lingkungannya. Karena
itu dalam pelaksanaan pembangun-
an kualitas manusia ini diperlukan
suatu persyaratan mutlak yakni ke-
mungkinan setiap anggota masya-
rakat untuk berpartisipasi dalam
upaya untuk meningkatkan kapasi-
tasnya (Bryant dan White, Ibid;
Korten dan Klaus, Ibid). Partisipasi
masyarakat ini akan memungkinkan
mereka untuk membantu menen-
tukan masalah-masalah yang akan
dipecahkan dalam pembangunan.
Partisipasi ini  juga akan iue-
mungkinkan masuknya informasi
vang lebih banyak dar: lapangan
yang berguna bagi penentuan stra-
tegi pembangunan yang lebih tepat.
Dukungan masyarakat yang lebih
besar dalam pelaksanaan program
pembangunan pun akan dapat di-
gerakkan dengan partisipasi. Di-
samping itu partisipasi masyarakat
dalam pengawasan akan ine-
mungkinkan pengawasan yang le-
bih efektif.

Lingkungan Politiko-birokra-
tik yang Mendukung

Dalam GBHN 1993, konsep
Pembangunan Kualitas Manusia
dan Kualitas Masyarakat dirumus-
kan sebagai suatu upaya Pemba-
ngunan Yang Berkelanjutan yang
bertujuan untuk mencapai Trilogi
pembangunan, yakni: pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, per-
tumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, dan stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis. Ditafsirkan se-
cara luas, dalam Trilogi Pemba-
ngunan ini terkandung unsur-unsur
kapasitas, pemerataan, pengalihan
wewenang dan kekuasaan, berke-
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lanjutan serta kesadaran akan
adanya interdependensi.

Untuk mencapai tujuan pem-
bangunan kualitas manusia ini dan
sekaligus mempertahankan kesta-
bilan nasional yang sehat dan dina-
mis, usaha pembangunan harus
mencakup perubahan - perubahan
struktural dan normatif, serta pem-
binaan kemampuan sosial dan tek-
nis yang baru dalam masyarakat.
Untuk ite kebijakan-kebijakan nc-
gara baru perlu dirumuskan untuk
menciptakan iingkungan dan kon-
disi yang mampu merangsang dan
mendukung upava masyarakat un-
tuk menghasitkan kebutuhan mere-
ka serta untuk memecahkan sendiri
inasalai-masalalh mereka. Pende-
katan birokratis yang digunakan
oleh pemerintah dalam upaya me-
menuhi kebutuhian pokok masya-
rakat seringkali membunuh inisiatif
maupun lembaga swadaya masya-
rakat dan telan menimbulkan beban
keuargan yang amat besar bagi pe-
merintah  di negara berkembang.
Disamping :tu, kecenderungan bi-
rokratisasi ini telah menjadikan ba-
nyak program pembangunan
menjadi tidak efisien dan tidak
efektif.

Reorientasi  kebijakan yang
cukup fundamental seperti ini sudah
disuarakan oleh Menteri Dalam
Negeri daiam pidato pembukaan
Raker Gubernur baru-baru ini yang

‘menyatakan menyadari kepincang-

an yang telah terjadi dalam proses
pembangunan karena kurangnya
partisipasi masyarakat, maka pe-
merintah akan mulai secara berang-
sur-angsur menggeser fungsi  pe-
merintah yang semula lebih berat
pada tugas merencanakan, melak-
sanakan dan mengawasi proses
pembangunan kepada fungsi penun-
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jang. pengayoman, pelayanan dan
pengendalian (Kompas, 20 Januari
1988). Sejalan dengan kebijakan
ini, harus dirumuskan kebijakan-ke-
bijakan baru untuk mengubah tu-
Juan, struktur dan operasi birokrasi
pemerintah dari penyediaan pela-
yanan langsung atau manajemen
sumberdaya seperti yang kita kenal
sekarang ini menjadi fungsi pen-
dukung pembinaan kapasitas lokal.

Pembangunan yang berkelan-
jutan dan pembangunan kualitas
manusia mengharuskan terciptanya
kondisi yang memungkinkan ma-
syarakat di daerah mampu me-
menuhi  kebutuhannya  dengan
menggunakan dan  mengontrol
penggunaan sumberdaya setempat.
Karena itu salah satu tolok ukur ke-
berhastlan pembangunan ini adalah
seberapa jauh kemandirian dalam
pemenuhan kebutuhan dasar oleh
sumber-sumber lokal dengan per-
tukaran matenal yang sekecil
mungkin autar satuan ekonomi
lokal. Untuk mencapai sasaran ini,
dalam perumusan kebijakan pem-
bangunan pedesaan di negara se-
dang membangun perlu diadakan
program-program yang semakin
menckankan kontrol olelh ma-
syarakat setempat serta manajemen
sumber-sumber setempat. Dengan
demikian kepada masyarakat diberi-
kan insentif dan motivasi yang se-
besar-besarnya  guna  memak-
simalkan kapasitas pembangunan
secara  berkelanjutan  (Korten,
1982:306).

KESIMPULAN
Pelajaran penting yang dapat
dipetik oleh pemerintah Indonesia

dalam pelaksanaan pembangunan
selama 4 Repelita ini adalah bahwa
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program-program pembangunan na-
sional ini belum dapat meningkat-
kan produktivitas nasional maupun
kapasitas bangsa secara memadai.
Karena itulah dalam rancangan Pola
Pembangunan Jangka Panjang yang
Kedua tujuan pembangunan na-
sional telah dirumuskan kembali
dan lebih ditekankan kepada pem-
bangunan kualitas manusia.

Secara  konseptual, pemba-
ngunan kualitas manusia ini dapat
diarttkan sebagai upaya untuk mec-
ningkatkan kapasitas individu daun
masyarakat [ndonesia daiam me-
nenitkan masa depannya. Pening-
katan kapasitas ini mencakup lima
aspek yang saling terkait, yakni: ka-
pasitas, pemerataan, pemberian we-
wenang, kelangsungan dan kemain-
puan untuk terus berkembang, serta
kesadaran akan interdependensi.

Persyaratan pokok yang harus
ada untuk menjamin pelaksanaan
pembangunan kualitas manusia ini
adalah tersedianya peluang yang
juas bagi segcnap lapisan ma-
syarakat untuk berpartisipasi dalam
setiap tahap pembangunan. Karena
kelemahan proses dan oricntasi, bi-
rokrasi pemerintahan yang memiliki
struktur yang mekanis-statis tidak
akan mampu merangsang partisipasi
yang amat diperlukan ini. Untuk bi-
rokrasi pemerintah yang amat domi-
nan peranannya dalam pelaksanaan
pembangunan ‘kualitas manusia,
harus diupayakan agar bisa bersifat
lebih organis - adaptif. Agar ma-
syarakat dan daerah dapat lebih ber-
partisipasi dalam pembangunan,
desentralisasi harus dilakukan agar

- daerah dapat lebih bertanggung-

jawab dalam pengelolaan dan pe-
ngendalian sumberdaya.

Paradigma Pembangunan Kua-
litas Manusia ini juga mengantisi-
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pasi adanya reorientasi kebijakan
yang cukup mendasar mengenai
fungsi, struktur dan prosedur o-
perasi sistem administrasi pem-
bangunan, khususnya birokrasi
pembangunan. Fungsi birokrasi pe-
merintah akan bergeser dari mana-
jemen sumberdaya atau penyediaan
pelayanan publik secara langsung
ke arah fungsi sebagai pendukung
untuk merangsang terciptanya ke-
mandirian dan kemampuan daerah
dan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan mereka sendiri.
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